
Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Ekosistem

Kasmita Widodo 
Koordinator Working Group ICCAs Indonesia (WGII)

Kepala BRWA

RUU KKHE



Pokok Bahasan

• Perkembangan dan 
Pandangan RUU 
KKHE 

• Konvensi Internasional  
• Pandangan Kritis 

Terhadap Naskah 
RUU KKHE 
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Perkembangan Proses Penyusunan RUU 
KKHE

• Pada pemerintahan sebelumnya, Kementerian Kehutanan 
melakukan revisi UU 5/90, dan Kementerian Lingkungan 
Hidup sedang menyusun RUU Pengelolaan Sumber Daya 
Genetik 

• Pada Mei 2015 KLHK membentuk Tim Penyusun Rancangan 
Undang-Undang (RUU) yang melibatkan berbagai pihak, dan 
telah menghasilkan RUU tentang Konservasi Keanekaragaman 
Hayati dan Ekosistem (RUU KKHE) yang telah disosialisasikan 
kepada publik di semua region. 

• RUU KKHE menjadi inisiatif DPR, dalam proses menjadi 
Prolegnas Prioritas 2017.



Beberapa Pandangan Perlunya Penyusunan 
RUU KKHE

• Indonesia sebagai negara “Mega Biodiversity” merupakan negara dengan 
kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa besarnya. Kekayaan 
kenaekaragaman hayati tersebut apabila merujuk pada konstitusi 
Indonesia, haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

• Dalam sejarahnya upaya – upaya perlindungan terhadap kekayaan alam 
dan sumber-sumber hayati tersebut sudah banyak dilakukan. Termasuk di 
dalamnya adalah aturan-aturan adat serta kearifan lokal dari masyarakat 
Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Adat) dan Komunitas Lokal lainnya 
(Masyarakat Lokal). 

• Kesepakatan Internasional telah ditandatangani Indonesia, khususnya 
yang berkaitan dengan Konservasi serta kedudukan Masyarakat Adat dan 
Masyarakat Lokal di dalamnya. 



Konvensi Internasional yang diratifikasi & 
diadopsi Pemerintah Indonesia

• Convention on International Trade of Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora, 1973 (CITES) 

• Convention of Biological Diversity, 1992 (CBD) 

• Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on 
Biological Diversity, 2000 (Cartagena Protocol) 

• Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and 
the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from 
their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 
2010 (Nagoya Protocol)



No Kesepakatan 
Internasional

Ratifikasi dan Adopsi

1 Convention on 
International Trade 
of Endangered 
Species of Wild 
Fauna and Flora, 
1973 (CITES)

Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978  
tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (LN 1978/51) 

Diadopsi dalam: 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN 
1990/49; TLN NO. 3419  )

2 Convention of 
Biological Diversity, 
1992 (CBD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994  
Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological 
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 
Keanekaragaman Hayati) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556)

3 Cartagena Protocol 
on Biosafety to the 
Convention on 
Biological Diversity, 
2000 (Cartagena 
Protocol)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004  
Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The 
Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang 
Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414)

4 Nagoya Protocol on 
Access to Genetic 
Resources and the 
Fair and Equitable 
Sharing of Benefits 
Arising from their 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 
Tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources 
And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their 
Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol 
Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian 
Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari 



RUU KKHE Pemenuhan AICHI Targets (nomor 11, 14, 
16 dan 18) yang meliputi aspek:

• Untuk mengakui areal konservasi yang efektif di luar konservasi yang 
dilakukan negara. Dimana, konservasi efektif lain ini biasa dilakukan oleh 
Masyarakat Adat atau Masyarakat Lokal; 

• Untuk memperhatikan dan melindungi kebutuhan-kebutuhan kaum 
perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal, Kaum Miskin dan Rentan; 

• Menjalankan Protokol Nagoya dalam kebijakan legislasi nasional; 

• Menjadikan Pengetahuan Tradisional, inovasi adat dan praktik adat/lokal 
dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal sebagai subjek dari legislasi 
nasional (undang-undang) dan kewajiban internasional lainnya serta 
diintegrasikan dan tercermin dalam setiap pelaksanaan CBD dengan 
memperhatikan secara penuh dan peran partisipatif Masyarakat Adat dan 
Masyarakat Lokal pada setiap tingkatan



PANDANGAN KRITIS TERHADAP 
NASKAH RUU KKHE

• SUMBERDAYA 
GENETIK (SDG) 

• SPESIES 

• EKOSISTEM



Kelemahan ketentuan pengaturan sumber 
daya genetika (SDG) 

• Pengaturan norma perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual atas 
pengembangan teknologi, inovasi dan 
invensi atas SDG tidak berpihak 
kepada masyarakat lokal dan 
masyarakat hukum adat. 

• Pengaturan norma mengenai 
pengawasan tidak sinkron. Pasal 153 
ayat (3) menyatakan Peran serta 
masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) termasuk aspek 
pengawasan, tapi tidak ada norma tsb, 
pengawasan hanya oleh Pemerintah.



Kelemahan ketentuan 
pengaturan spesies

• Pengaturan norma Pemanfaatan Spesies 
yang dilakukan dalam menjalankan Agama, 
Adat, dan Ritual tidak sepenuhnya diakui 
dengan rancangan undang-undang ini. 

• Fakta yang ada selama ini adalah 
pengalihfungsian lahan secara illegal 
maupun dengan izin pemerintah yang 
dibuat tanpa pertimbangan ekologis di 
banyak tempat termasuk wilayah adat dari 
Masyarakat Adat dan wilayah kelola 
Masyarakat Lokal. Pengalihfungsian lahan 
yang dikonservasi Masyarakat Adat dan 
Masyarakat Lokal berdampak pada 
hilangnya habitas khas dari beberapa 
spesies.



Kelemahan ketentuan 
pengaturan ekosistem
• Pengaturan norma Perlindungan dan Pemanfaatan 

Sumber Daya Alam harus dilaksanakan secara 
berimbang; Konservasi rakyat adalah salah satu 
implementasi dari perlindungan dan pemanfaatan 
Sumber Daya Alam yang dilakukan secara berimbang; 

• Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal berhak untuk 
menetukan pemanfaatan Spesies dan SDG sepanjang 
merupakan kandungan dari AKKM (areal konservasi 
kelola masyarakat) sesuai dengan pemanfaatan 
tradisional dan kearifan lokalnya. Pihak yang akan 
memanfaatkan SDG hanya bisa melakukan niatanya 
dengan persetujuan dari Masyarakat Adat atau 
Masyarakat Lokal dengan informasi yang memadai 
untuk tujuan penggunaannya (Padia/FPIC); 

• Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal adalah subjek 
yang harus terlibat aktif dalam memastikan kinerja 
Pemerintah dalam menjalankan perlindungan dan 
pemanfaatan SDA sesuai dengan kewenangannya 
yang wajar dan tidak menyimpang.



Konservasi Rakyat



Beberapa Tema Konservasi Rakyat yang perlu 
dimasukkan Naskah RUU KKHE
1. MHA Dan Masyarakat lokal adalah pemilik SDG 
2. Kontrak dalam pemanfaatan SDG 
3. Tanggung jawab Negara terhadap OHMG 
4. Hak kekayaan intelektual atas pengembangan teknologi, inovasi 

dan invensi atas SDG 
5. Hak atas akses dan pemanfaatan spesies untuk perburuan 

tradisional, ritual adat dan agama 
6. Perlindungan spesies untuk ritual adat, pengobatan tradisional 

dan praktek adat dari pengerusakan lingkungan 
7. MHA dan Masyarakat lokal sebagai pemangku AKKM 
8. AKKM adalah suatu areal yang dilindungi dengan suatu sistem 

dengan pengetahuan lokal/tradisional 
9. AKKM yang berada dalam Kawasan Konservasi harus diakui 
10.AKKM yang berada di ekosistem penting lainnya harus 

dilindungi Pemerintah



Working Group 
ICCAs Indonesia 
(WGII)  :  

“Mewujudkan 
pengelolaan 
kawasan 
konservasi yang 
berkeadilan dan 
berkelanjutan” 

www.iccas.or.id 

http://www.iccas.or.id

